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BAS IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Dari pembahasan pada bab-bab sebe/umnya maka penulis dapat 
menarik kesimpulan bahwa : 
a. 	 Pernyataan pailit seorang debitur tidak berpengaruh terhadap kreditur 
pemegang hak tanggungan. Karena di dalam ilmu hukum perdata, 
seorang pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak yang disebut Hak 
Separatis. Hak separatis ini adalah hak yang diberikan oleh hukum 
kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa 
barang jaminan yang dibebani dengan Hak Tanggungan tidak termasuk 
kedalam harta pailit, dan kreditur berhak untuk melakukan eksekusi 
berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang 
sebagai perwujudan dari hak kreditur pemegang Hak Tanggungan untuk 
didahulukan dari para kreditur lainnya. Dengan berlakunya hak separatis 
ini, maka pemegang Hak Tanggungan tidak boleh dihalangi haknya untuk 
melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan yang dipegangnya. 
Tetapi kenyataannya, kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan 
pada peraturan mengenai Kepailitan yakni Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1998 justru menjadi rancu, bahkan Undang-Undang Tentang 
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Kepailitan ini cenderung tidak mengakui adanya hak separatis dari 
kreditur pemegang Hak Tanggungan. Hal tersebut dapat terbukti dengan 
adanya masa penangguhan (stay) seperti yang dimaksud dalam 
Pasal 56 a ayat 1 Undang - Undang Kepailitan. Disamping itu kedudukan 
kreditur pemegang Hak Tanggungan juga akan kalah terutama jika 
berbenturan dengan kepentingan negara seperti biaya Ielang dan pajak­
pajak yang belum terbayar. Terlepas dari semua permasalahan itu, 
penulis berpendapat bahwa adanya masa penangguhan (stay) dalam 
Undang-Undang No.4 Tahun 1998 adalah bertujuan baik seperti yang 
tercantum dalam Penjelasan Pasal 56 a Undang-Undang Kepailitan tetapi 
hal tersebut justru menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan bagi 
kreditur pemegang Hak Tanggungan itu sendiri terutama mehyangkut 
pengakuan haknya dalam masalah kepailitan debitur tersebut. lsi dari 
penjelasan dari Pasal 56 ayat a tersebut adalah mengenai masa 
penangguhan ( stay) yang dimaksudkan untuk : 
1. Memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian; 
2. Memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; 
3. Memungkinkan Kurator untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. 
Dari penjelasan Pasal 56 a terse but diatas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa masa penangguhan (stay) bertujuan untuk memberikan 
perlindungan kepada semua kreditur termasuk kreditur pemegang Hak 
Tanggungan agar piutangnya dapat terbayar sesuai jumlah tagihannya. 
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b. 	 Bagi debitLlr, dimungkinkan untuk menjaminkan satu obyek hak 
tanggungan kepada beberapa kreditur. Kedudukan para kreditur ini 
menurut Undang-Undang Hak Tanggungan dapat ditentukan melalui 2 
(dua) cara yakni: 
1. 	 Dengan menggunakan sistem peringkat sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Hak Tanggungan ; 
2. 	 Dimungkinkan juga dengan sistem adanya kesepakatan para kreditur 
untuk menunjuk salah satu wakil mereka dalam memegang hak 
tanggungan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak 
Tanggungan . 
Apabila yang dipergunakan adalah sistem peringkat, maka perlu diperhatikan 
bahwa pemegang Hak Tanggungan yang akan mendapat pelunasan terlebih 
dahulu apabila objek Hak Tanggungan telah berhasil dijual adalah 
pemegang Hak Tan9gungan peringkat pertama. Sedangkan pelunasan 
bagi pemegang Hak Tanggungan peringkat ke-2, ke-3, dan seterusnya 
menunggu pelunasan piutang terhadap pemegang Hak Tanggungan 
. peringkat pertama 	 terlebih dahulu. Dalam hal hasil penjualan objek Hak 
Tanggungan ternyata tidak mencukupi bagi pelunasan piutang pemegang 
Hak Tanggungan peringkat selanjutnya, maka pemegang Hak Tanggungan 
peringkat selanjutnya yang piutangnya belum terlunasi dapat mengajukan 
dirinya sebagai kreditur konkuren. 
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